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ABSTRAK

PENGARUH PENAGIHAN PAJAK TERHADAP TUNGGAKAN PAJAK
(Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul)

Anastasia Lilis Dian Puspita Sari
NIM : 102114012

Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta

2014

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak yang 
dilakukan dengan menggunakan surat teguran dan surat paksa terhadap tunggakan 
pajak. Jenis penelitian ini adalah studi kasus di KPP Pratama Bantul.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Data yang 
diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penagihan pajak yang 
dilakukan dengan menggunakan surat teguran dan surat paksa tidak berpengaruh 
terhadap tunggakan pajak. Hal tersebut dapat terjadi karena ada faktor lain yang 
dapat berpengaruh terhadap tunggakan pajak yaitu penyitaan dan pemblokiran 
rekening bank wajib pajak. Faktor tersebut lebih efektif untuk mengurangi 
tunggakan pajak dibandingkan dengan penagihan pajak.

Kata kunci : surat teguran, surat paksa, tunggakan pajak
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ABSTRACT 

 

THE IMPACT OF TAX BILLING TO TAX ARREARS 

 (A Case Study at Pratama Tax Office Bantul) 

 

 

Anastasia Lilis Dian Puspita Sari 

NIM : 102114012 

Universitas Sanata Dharma 

Yogyakarta 

2014 

 

 

The aim of this research is to determine the impact of tax biling uses 

reprimand letter and forced letter of tax arrears. The type of the research is a case 

study at Pratama Tax Office Bantul.  

The technique of data collection in this research was documentation 

technique. Data was analized by multiple linear regression analysis. 

The result of the research showed that tax billing uses reprimand letter and 

forced letter didn’t give any impact to tax arrears. It was because there were other 

factors that influenced to tax arrears, namely were confiscation and blocking of 

taxpayer’s bank account. These factors were more effective to reduce tax arrears 

compared with tax billing. 

 

 

Key Words : letter of reprimand, forced letter, tax arrears 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Penerimaan pajak merupakan salah satu penerimaan dalam negeri 

yang menjadi sumber dana yang potensial untuk mencapai keberhasilan 

pembangunan nasional. Kontribusi penerimaan pajak terhadap negara dari 

tahun ke tahun akan semakin meningkat. Dalam rangka kemandirian, 

pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak 

melalui ekstensifikasi yang ditempuh dengan cara meningkatkan jumlah 

wajib pajakdan intensifikasi yang ditempuh melalui peningkatan kualitas 

aparatur perpajakan (tax administration reform), pelayanan prima terhadap 

wajib pajak dan pembinaan kepada wajib pajak, pengawasan administratif, 

pemeriksaan, penyidikan dan penagihan aktif serta penegakan hukum (law 

enforcement). Upaya tersebut dilakukan seiring dengan makin dominannya 

penerimaan pajak dalam RAPBN maupun APBN Indonesia. 

Sistem perpajakan Indonesia mengalami perubahan pada tahun 

1983 yaitu official assesment system menjadi self assesment system. Dalam 

self assesment system wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, 

menyetorkan dan melaporkan sendiri pajaknya, sehingga melalui sistem 

administrasi perpajakan ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, 

terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Dengan self 
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assessment system memungkinkan potensi adanya wajib pajak tidak 

melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik akibat dari kelalaian, 

kesengajaan atau mungkin ketidaktahuan para wajib pajak atas kewajiban 

perpajakannya.  

Pada saat ini masih sering dijumpai adanya pihak-pihak yang 

kurang memiliki kesadaran untuk membayar pajak. Jika wajib pajak 

dengan sengaja atau atas kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban 

perpajakannya, maka akan semakin menambah jumlah tunggakan pajak. 

Peningkatan jumlah tersebut belum tentu diimbangi dengan kegiatan 

pemenuhannya. Salah satu cara untuk mengatasi adanya tunggakan pajak 

yang dimaksud perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang 

mempunyai hukum yang memaksa. Penagihan pajak tersebut merupakan 

wujud upaya untuk adanya pencairan tunggakan pajak yang dilakukan 

oleh wajib pajak. Salah satu media perpajakan yang mempunyai kekuatan 

hukum memaksa untuk penagihan tunggakan pajak adalah Penagihan 

Pajak dengan Surat Paksa (PPSP). Namun, sebelum disampaikannya surat 

paksa wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak akan diberikan surat 

teguran terlebih dahulu. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk menulis dan 

meneliti dengan judul “Pengaruh Penagihan Pajak  Terhadap Tunggakan 

Pajak”( studi kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul).  
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B. Rumusan Masalah 

Apakah penagihan pajak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan 

pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul? 

C. Batasan Masalah 

Jenis pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pajak 

Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan 

Barang Mewah (PPN & PPnBM). 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penagihan 

pajak terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) Pratama Bantul. 

E. Manfaat Peneliitian 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan wawasan dan 

pemahaman penulis mengenai pelaksanaan penagihan pajak serta 

pengaruhnya terhadap pencairan tunggakan pajak. 

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan 

evaluasi dalam upaya melakukan penagihan pajak agar jumlah 

tunggakan pajak dapat bekurang. 
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3. Bagi Para Pembaca 

 Penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan bagi para 

pembaca agar pemahaman yang lebih luas tentang proses penagihan 

pajak dan  pengaruhnya terhadap pencairan tunggakan pajak. 

F. Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari 6 

(enam) bab, masing-masing bab terdiri dari subbab yang berkaitan satu 

sama lain. Hal ini bertujuan agar dapat mencapai pembahasan secara lebih 

mendalam atas permasalahan yang ada. Secara garis besar sistematika 

penulisan skripsi ini dijabarkan sebagai berikut : 

Bab I.  Pendahuluan 

Pada bab ini penulis menjelaskan latar belakang 

permasalahan, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian. 

Bab II.  Landasan Teori 

Pada bab ini diuraikan teori-teori yang mendukung 

penelitian dan kerangkan teori yang menjabarkan teori-teori 

yang menjadi landasan berpikir serta analisa penulis dalam 

membahas pokok permasalahan yang ada. 

Bab III. Metode Penelitian 

Pada bab ini penulis menjabarkan metode yang digunakan 

untuk melakukan penelitian yang terdiri dari jenis 

penelitian, waktu penelitian, lokasi penelitian,subyek 
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penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik 

pengumpulan data,dan teknik analisis data 

Bab IV. Gambaran Umum Perusahaan 

Pada bab ini penulis menjabarkan tentang gambaran umum 

mengenai tempat yang menjadi objek penelitian yaitu  

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul. 

Bab V.  Analisis Data dan Pembahasan 

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang deskripsi data dan 

langkah-langkah analisis data serta pembahasan mengenai 

hasil penelitian. 

Bab VI. Penutup  

Pada bab ini menguraikan tentang simpulan yang 

merupakan rangkuman dari analisis bab-bab sebelumnya 

dan keterbatasan penelitian serta saran yang ditujukan 

sebagai pemecahan masalah atas penelitian yang telah 

dilakukan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

  

 

A. Konsep Dasar Perpajakan 

1. Pengertian Pajak 

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa 

atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber 

dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pengertian Pajak 

menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut : 

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperuan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat.” 

 

Selain itu, banyak para ahli memberikan batasan tentang 

pengertian pajak, diantaranya pengertian pajak menurut Prof. 

Dr.Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak 

dan Pajak Pendapatan adalah sebagai berikut : 

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan 

undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa 

timbal (kontrapestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. 

 

Sedangkan pengertian pajak menurut Prof.Dr.P.J.A.Andriani 

yang telah diterjemahkan oleh R.Santoso Brotodiharjo,S.H dalam 

buku Pengantar Ilmu Hukum Pajak (1992:2) adalah sebagai berikut : 
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“Pajak adalah  iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) 

yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-

peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung 

dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah unbtuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara 

yang menyelenggarakan pemerintahan.” 

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak,adalah sebagai berikut : 

a) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan 

pelaksanaanya yang sifatnya dapat dipaksakan 

b) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 

kontraprestasi individual oleh pemerintah 

c) Pajak digunakan untuk membiayai rumahtangga negara yakni 

pengeluaran-pengeluaran ynag bermanfaat bagi masyarakat luas.  

2. Fungsi Pajak 

 Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan 

bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena 

pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua 

pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal 

diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu: 

a) Fungsi Anggaran (budgetair) 

Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. 

Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan 
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pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat 

diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan 

untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, 

pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan 

pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni 

penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan 

pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai 

kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan 

ini terutama diharapkan dari sektor pajak. 

b) Fungsi Mengatur (regulerend) 

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui 

kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa 

digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam 

rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun 

luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. 

Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah 

menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. 

3. Sistem Pemungutan Pajak 

 Sistem pemungutan pajak terdiri atas beberapa jenis, yaitu: Official 

Assessment System, Self Assessment System, Witholding system. Dalam 

Official Assessment System, fiskus yang berperan aktif dalam 

menghitung dan menetapkan besarnya pajak terhutang. Masyarakat 
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(wajib pajak) bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu 

ketetapan pajak oleh fiskus. Besarnya utang pajak seseorang baru 

diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak. 

Pada Self Assessment System, Wajib Pajak sendirilah yang 

menghitung, menetapkan,menyetorkan dan melaporkan pajak yang 

terhutang melalui media formulir SuratPemberitahuan (SPT) Pajak 

Bulanan (masa) ataupun Tahunan. Fiskus atau Petugas Pajak hanya 

bertugas untuk melakukan penelitian apakah SPT tersebut telah diisi 

dengan lengkap (termasuk lampiran-lampiran pendukung), meneliti 

kebenaran penghitungan dan meneliti kebenaran penulisan.   

 Witholding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong atau 

memungut besarnya pajak terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan 

tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus. Pada 

sistem ini fiskus dan wajib pajak tidak aktif, fiskus hanya bertugas 

mengawasi saja pelaksanaan pemotongan atau pemungutan yang 

dilakukan oleh pihak ketiga.Di Indonesia dari ketiga sistem 

pemungutan pajak di atas, pelaksanaan Official Assessment System 

telah berakhir pada tahun 1967 yaitu dengan diundangkannya Undang-

undang nomor 8 tahun 1967. Pada tahun 1984 mulai ditetapkan self 

assesment system  secara penuh dalam sistem pemungutan pajak 

indonesia yaitu dengan diundangkannya Undang-undang nomor 6 
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tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (undang-

undang KUP) yang mulai berjalan pada 1 januari 1984. 

4. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak 

 Dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan di bidang 

perpajakan yaitu antara keseimbangan hak negara dan hak warga 

negara pembayar pajak maka Undang-Undang perpajakan yaitu 

Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

mengakomodir mengenai hak dan kewajiban Wajib Pajak.  

Hak-hak Wajib Pajak antara lain : 

1) Mengajukan surat keterberatan dan banding 

2) Menerima tanda bukti pemasukan, pembetulan, dan 

mengajukan permohonan penundaan pemasukan Surat 

Pemberitahuan. 

3) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak 

4) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan 

sanksi serta pembetulan surat ketetapan yang salah 

5) Memberi kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan 

kewajiban perpajakan.  

Kewajiban Wajib Pajak antara lain : 

1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP). 

2) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar. 
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3) Mengambil sendiri Surat Pemberitahuan, mengisinya 

dengan benar dan memasukan sendiri ke Kantor Pelayanan 

Pajak dalam batas wakltu yang telah ditetapkan. 

4) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan 

5) Jika diperiksa, wajib: 

a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau 

catatan, dokumen yang menjdi dasarnya dan dokumen 

lain yang berhubungan dengan penghasilan yang 

diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, 

atau objek yang terutang pajak. 

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat/ruang 

guna memperlancar pemeriksaan 

c. Memberikan keterangan yang diperlukan 

B. Penagihan Pajak 

1. Pengertian Penagihan Pajak 

 Sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  

1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana yang 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000, yang 

dimaksud dengan penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar 

penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak 

dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan 

seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan 
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pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, 

menjual barang yang telah disita.  

2. Dasar Penagihan Pajak 

 Sesuai Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, 

perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa Surat Ketepatan 

maupun Surat Keputusan yang menjadi dasar penagihan pajak seperti 

berikut ini : 

a) Surat Tagihan Pajak (STP)  

Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan 

pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. 

b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)  

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat 

ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah 

kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, 

besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus 

dibayar.  

c) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)  

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 

(SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 

tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.  
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d) Surat Keputusan Pembetulan  

  Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang 

membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau 

kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan 

perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat 

ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, 

Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat 

Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan 

Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan  Pembatalan 

Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian  Pendahuluan 

Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga. 

e) Surat Keputusan Keberatan   

 Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas 

keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan 

atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib 

Pajak.  

f) Putusan Banding  

  Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas 

banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh 

Wajib Pajak.  
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3. Biaya Penagihan Pajak 

Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, 

SPMP, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penliai dan 

biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak. Menurut Peraturan 

Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 besarnya biaya penyampaian 

setiap Surat Paksa adalah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 

Rp100.000 (seratus ribu rupiah) untuk setiap pelaksanaan SPMP. 

Besarnya tambahan biaya penagihan pajak yang dibayar penanggung 

pajak dalam hal barang yang disita dijual adalah 1% dari pokok lelang 

jika penjualan barang sitaan melalui lelang atau 1% dari hasil 

penjualan bila tidak melalui lelang. Biaya penagihan pajak dan 

tambahan biaya penagihan pajak merupakan  PNBP. Mengingat 

pelaksanaan penagihan pajak sampai penjualan barang sitaan 

mengalami proses yang panjang, rumit dan penuh risiko maka biaya 

penagihan sebesar 1% dari hasil penjualan merupakan insentif bagi 

jurusita. 

4. Tindakan Penagihan Pajak 

 Tindakan penagihan pajak dilakukan setelah adanya pemeriksaan 

pajak dan setelah diterbitkannya Surat Ketetapan maupun Surat 

Keputusan Pajak (STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK 

Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan pajak yang harus 

dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran yang bersangkutan). 
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Penagihan  pajak  dapat  dikelompokkan menjadi 2 yaitu : 

a) Penagihan pajak pasif  

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan 

STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan 

Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. 

Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi maka 7 hari 

setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara 

aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.  

b) Penagihan pajak aktif  

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan 

pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus lebih 

berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim STP atau SKP 

tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan 

pelaksanaan lelang. Pelaksanaan penagihan aktif dijadwalkan 

berlangsung selama 58 hari yang dimulai dengan penyampaian 

surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, 

dan pengumuman lelang.  

5. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 

24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan 

Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus, 
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tahapan dan jadwal waktu pelaksanaan penagihan pajak dapat 

digambarkan melalui skema dibawah ini:  

 

 7hari 7hari 21hari 

 

  Jatuh tempo 2x24 Jam 

 

     14hari                             14hari                          

Gambar 2.1. Tahapan dan Jadwal Waktu Penagihan Pajak 

(Sumber : Andi Marduati.2012) 

 

Kegiatan penagihan pajak sejak tanggal jatuh tempo pembayaran 

sampai dengan pengajuan permintaan penetapan tanggal dan tempat 

pelelangan meliputi jangka waktu 58 hari. Hal tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

a) Pejabat menerbitkan surat teguran, surat peringatan, atau surat lain 

yang sejenis setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pelunasan 

STP, SKPKB, SKPKBT, dan surat keputusan yang lain yang menjadi 

dasar penagihan. 

b) Selanjutnya surat paksa diterbitkan apabila jumlah utang pajak tidak 

dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh 

satu) hari sejak disampaikannya surat teguran. 

Surat Paksa Surat 

Teguran 

SPMP/Penyit

aan 

STP,SKPKB, 

SKPKBT, dll 

Pelaksanaan 

lelang 

Pengumuman 

lelang 
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c) Apabila setelah lewat  waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat)  jam 

sejak surat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak dan utang 

tidak dilunasi, maka pejabat dapat menerbitkan Surat Perintah 

Melaksanakan Penyitaan (SPMP).  

d)  Apabila setelah waktu 14 (empat belas) hari  sejak dilakukan 

penagihan pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan 

(SPMP), ternyata penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya, 

pejabat menerbitkan surat perintahtentang pengumuman lelang. 

e) Apabila setelah  waktu 14( Empat belas hari )sejak pengumuman 

lelang ternyata penanggung pajak masih belum juga melunasi utang 

pajaknya, pejabat melakukan penjualan barang sitaan penanggung  

pajak melalui Kantor Lelang Negara. 

C. Surat Teguran 

1. Pengertian dan Tujuan Surat Teguran 

Langkah awal dalam tindakan penagihan adalah penerbitan 

surat teguran. Surat teguran atau dapat disebut juga surat peringatan 

atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat 

untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk 

melunasi utang pajaknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 

10 Undang-undang Penagihan Pajak dengan surat paksa.  

Langkah ini diambil sebagai peringatan agar penanggung pajak 

segera melunasi utang pajaknya untuk menghindari dilakukan tindakan 
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penagihan. Surat teguran juga dimaksudkan agar penanggung pajak 

mempunyai kesempatan sampai dengan jangka waktu 14 (empat belas) 

hari, sebelum dilakukan upaya paksa dengan diterbikan surat paksa. 

2. Penerbitan Surat Teguran 

Dalam KUP Pelaksanaan penagihan pajak dilakukan dengan 

menerbitkan Surat Teguran oleh Dirjen Pajak. Keputusan Dirjen Pajak 

yang menyetujui penanggung pajak untuk mengangsur atau menunda 

pembayaran pajak mengakibatkan tidak adanya upaya penagihan pajak 

kecuali penanggung pajak tidak menepati keputusan tersebut. 

Penerbitan Surat Teguran harus dilakukan dengan 

mempertimbangkan upaya hukum Wajib Pajak karena upaya hukum 

keberatan dan banding atas utang pajak mulai tahun pajak 2008 

menyebabkan tertangguhnya jatuh tempo dengan syarat Wajib Pajak 

tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya atas SKPKB/SKPKBT 

dalam pembahasan akhir, adalah sebagai berikut: 

a) Apabila Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya 

jumlah pajak yang terutang dalam pembahasan akhir dan ternyata 

tidak mengajukan permohonan keberatan atas ketetapan hasil 

pemeriksaan tersebut, Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) 

hari sejak saat jatuh tempo pengajuan keberatan. Tujuan menunggu 

jatuh tempo pengajuan keberatan 3(tiga) bulan sejak diterbitkannya 

SKPKB/SKPKBT karena dalam jangka waktu tersebut Wajib 
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Pajak mempunyai hak mengajukan permohonan keberatan . 

b) Apabila wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya 

jumlah pajak yang terutang dalam pembahasan akhir dan tidak 

mengajukan upaya permohonan banding atas keputusan keberatan 

SKPKB/SKPKBT, surat teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari 

sejak saat jatuh tempo pengajuan banding .Tujuan menunggu jatuh 

tempo pengajuan keberatan 3(tiga) bulan sejak diterbitkannya 

Surat Keputusan atas keberatan SKPKB/SKPKBT karena dalam  

jangka  waktu  tersebut  Wajib  Pajak  masih  mempunyai  hak 

mengajukan permohonan banding. 

c) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh 

jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir 

hasil pemeriksaan, dan Wajib Pajak mengajukan:  

1) Permohonan keberatan atas SKPKB/SKPKBT, Surat Teguran 

disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo 

berdasarkan Keputusan Keberatan (jatuh tempo keputusan 

keberatan adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan 

keputusan tersebut). 

2) Permohonan banding atas Keputusan Keberatan sehubungan 

dengan SKPKB/SKPKBT,Surat Teguran disampaikan setelah 7 

(tujuh) hari sejak saat jatuh tempo berdasarkan putusan banding 

(jatuh tempo putusan banding adalah 1 (satu) bulan sejak 
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tanggal penerbitan putusan tersebut) . 

3) Dalam hal Wajib Pajak menyetujui jumlah pajak yang masih 

harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, 

Surat Teguran disampaikan setelah 7(tujuh) hari sejak saat 

jatuh tempo pelunasan (1 bulan setelah tanggal penerbitan 

SKPKB/SKPKBT). 

4) Dalam hal Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan atas 

SKPKB/SKPKBT, Surat Teguran disampaikan setelah 7(tujuh) 

hari sejak tanggal pencabutan pengajuan keberatan tersebut. 

Surat Teguran dalam rangka penagihan pajak atas utang Pajak 

Bumi dan Bangunan dan atau Bea Perolehan Hak atas Tanah 

dan Bangunan sebagaimana tercantum dalam STP PBB, 

SKBKB, SKBKBT, atau Surat Keputusan Pembetulan, Surat 

Keputusan Keberatan atau Putusan Banding yang 

menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah 

disampaikan kepada Wajib Pajak setelah 7(tujuh) hari sejak 

tanggal jatuh tempo. 
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D. Surat Paksa 

1. Pengertian Surat Paksa 

Surat paksa sesuai Pasal 1 huruf 21 (UU KUP) dan Pasal 1 

huruf 12 (UU Penagihan Pajak) menyatakan bahwa “surat paksa 

adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan 

pajak”. 

Surat paksa berkepala kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa”. Agar tercapai efektivitas dan efisiensi 

penagihan pajak yang didasari dengan surat paksa, maka surat paksa 

mempunyai kekuatan hukumeksekutorial dan kedudukan hukum yang 

sama dengan grosse akte yaituputusan pengadilan perdata yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, surat paksa 

langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lagi 

dan tidak dapat diajukan banding. 

Dalam Pasal 7 ayat 2 (UU Penagihan Pajak), disebutkan bahwa 

surat paksa sekurang-kurangnya harus memuat : 

a) Nama Wajib Pajak atau nama Wajib Pajak dan penanggung pajak.  

b) Dasar penagihan.  

c) Besarnya utang pajak. 

d) Perintah untuk membayar.  
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2. Sifat Surat Paksa 

a) Berkekuatan Hukum yang sama dengan Grosse putusan Hakim 

dalam perkara perdata yang tidak dapat minta banding lagi pada 

Hakim atasan. 

b) Berkekuatan hukum yang pasti (in kracht van Gewijsde). Agar 

tercapai kefektifan dan efisiensi penagihan pajak yang didasari 

Surat Paksa, ketentuan ini memberikan kekuatan eksekutorial serta 

memberikan kedudukan hukum yang sama dengan grosse akte 

yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap. Dengan demikian, Surat Paksa langsung dapat 

dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lagi dan tidak 

dapat diajukan banding. 

c) Surat paksa mempunyai fungsi ganda yaitu dapat menagih pajak 

dan menagih bukan pajak (biaya-biaya penagihan) 

d) Dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan atau 

penyanderaan/pencegahan. 

3. Saat Penerbitan Surat Paksa 

Surat paksa diterbitkan apabila:  

a) Penanggung pajak tidak juga melunasi utang pajak dan kepadanya 

telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat peringatan atau surat 

lain yang sejenis diterbitkan oleh pejabat. Dalam hal penagihan 

seketika dan sekaligus, Surat Paksa diterbitkan oleh Pejabat baik 
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sebelum maupun sesudah penerbitan Surat Teguran, atau Surat 

Peringatan atau surat lain yang sejenis. Pengertian surat lain yang 

sejenis meliputi surat atau bentuk lain yang fungsinya sama dengan 

Surat Teguran atau Surat Peringatan dalam upaya penagihan pajak 

sebelum Surat Paksa diterbitkan. 

b) Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak 

seketika dan sekaligus. Penagihan seketika dan sekaligus adalah 

tindakan Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak 

kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo 

pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis 

pajak, Masa Pajak dan Tahun Pajak; atau 

c) Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 

tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan 

pembayaran pajak. Dalam hal tertentu, misalnya, karena 

Penanggung Pajak mengalami kesulitan likuiditas, kepada 

Penanggung Pajak atas dasar permohonannnya dapat diberikan 

persetujuan  untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak 

melalui keputusan Kepala KPP. Oleh karena itu, keputusan 

dimaksud mengikat kedua belah pihak. Dengan demikian, apabila 

kemudian Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan 

sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran 

atau penundaan pembayaran pajak, maka Surat Paksa dapat 

diterbitkan langsung tanpa Surat Teguran, Surat Peringatan, atau 
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surat lain yang sejenis. 

4. Pemberitahuan Surat Paksa oleh Jurusita 

Setelah Surat Paksa diterbitkan maka surat paksa di tindaklanjuti 

dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

a) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan 

penyerahan salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak. 

Pemberitahuan Surat Paksa dimaksud harus dilaksanakan dengan 

membacakan isi Surat Paksa oleh Jurusita Pajak dan dituangkan 

dalam Berita Acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah 

diberitahukan. Berita Acara sekurang-kurangnya memuat hari dan 

tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama 

yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa serta 

ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan Penanggung Pajak. 

b) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita 

Pajak kepada : 

1) Penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau tempat 

lain yang memungkinkan; 

2) Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang 

bekerja ditempat usaha Penanggung Pajak jika Penanggung 

Pajak tidak dapat dijumpai; 

3) Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang 

mengurus harta peninggalan, jika WP telah meninggal dunia 
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dan harta warisan belum dibagi; 

4) Para ahli waris jika WP telah meninggal dunia dan harta 

warisan telah dibagi. Terhadap WP yang meninggal dunia dan 

meninggalkan warisan yang telah dibagi, Surat Paksa 

diterbitkan dan diberitahukan kepada masing-masing ahli 

waris. Surat paksa dimaksud memuat antara lain, jumlah utang 

pajak yang telah dibagi sebanding dengan besarnya warisan 

yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Dalam hal ini 

ahli waris belum dewasa, Surat Paksa diserahkan kepada wali 

atau pengampunya. 

Apabila pemberitahuan Surat Paksa tidak dapat 

dilaksanakan dengan cara diatas, Surat Paksa tetap dapat 

disampaikan dengan cara menyampaikannya melalui Pemerintah 

Daerah  setempat, sekurang-kurangnya setingkat Sekretaris 

Kelurahan atau Sekretaris Desa dimana WP bertempat tinggal atau 

melakukan kegiatan usahanya. 

c) Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak 

kepada : 

1) Pengurus meliputi  Direksi, Komisaris, Pemegang Saham 

Pengendali atau mayoritas untuk perseroan terbuka, Pemegang 

saham untuk perseroan tertutup, dan orang yang nyata-nyata 

mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan 
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dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perseroan, 

untuk perseroan terbatas. 

2) Kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab untuk 

BUT 

3) Direktur, pemilik modal atau orang yang ditunjuk untuk 

melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab 

atas perusahaan, untuk badan usaha lainnya seperti KIK, 

persekutuan,firma, dan perseroan komanditer 

4) Ketua atau orang yang melaksanakan dan mengendalikan serta 

bertanggung jawab atas yayasan, untuk yayasan 

5) Pegawai tetap ditempat kedudukan atau tempat usaha badan 

yang bersangkutan apabila jurusita pajak tidak dapat 

menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam angka 

1 sampai 4.  Pengertian pegawai tetap adalah pegawai 

perusahaan yang membidangi keuangan, pembukuan, 

perpajakan, personalia, hubungan masyarakat, atau bagian 

umum dan bukan pegawai harian. 

d) Dalam hal WP dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada 

Hakim Komisaris atau Balai Harta Peninggalan, atau Kurator dan 

dalam hal WP dinyatakan bubar atau dalam likuidasi. Surat Paksa 

diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk 

melakukan pemberesan, atau likuidator atau Penerima Kuasa. 
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e) Dalam hal WP menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus 

untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan. Surat Paksa 

dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud. Yang 

dimaksud dengan seorang kuasa pada ayat ini adalah orang pribadi 

atau badan yang menerima kuasa khusus untuk menjalankan hak 

dan kewajiban perpajakan. 

f) Dalam hal WP atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat 

tinggalnya, tempat usaha atau tempat kedudukannya, penyampaian 

Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa 

pada papan pengumuman kantor Pejabat yang menerbikannya, 

mengumumkan melalui media massa, atau cara lain yang 

ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala 

Daerah. 

E. Tunggakan Pajak 

Pajak yang terutang oleh wajib pajak harus dibayar atau dilunasi 

pada waktunya, pembayaran pajak harus dilakukan di Kas Negara atau 

kantor-kantor  yang ditunjuk oleh pemerintah. Untuk memperingan Wajib 

Pajak maka pembayaran pajak dapat diangsur selama satu tahun berjalan. 

Setelah jumlah pajak yang sesungguhnya terutang diketahui, maka 

kekurangannya setelah tahun pajak berkhir. Oleh karena itu apabila setelah 

tanggal jatuh tempo pajak tersebut belum dilunasi maka timbul tunggakan 

pajak. 
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Sedangkan pengertian tunggakan pajak menurut Siti Resmi dalam 

buku perpajakan (2005:) menyatakan bahwa: 

“Tunggakan pajak adalah jumlah piutang pajak yang belum lunas 

sejak dilkeluarkannya ketetapan pajak, dan jumlah piutang pajak yang 

belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak, Surat Ketetapan 

Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, 

Surat Keputusan Pembetulan, dan Putusan Banding”. 

Tunggakan pajak ini dapat disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu: 

a. Karena Pemeriksaan 

Pemeriksaan ini meliputi : 

1)  Surat Ketetapan Pajak (SKP). Surat Ketetapan Pajak ini 

diterbitkan terbatas pada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh 

ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) atau 

karena ditemukannya data fisik yang tidak dilaporkan oleh wajib 

pajak. 

2) Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan 

penagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan 

atau denda bagi wajib pajak. 

b. Karena wajib pajak tidak mampu membayar kewajiban 

Dalam hal ini tunggakan timbul karena menurut yang 

bersangkutan atau wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajiban 

perpajakannya. Apabila staf pada bidang penagihan mendapati adanya 
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tunggakan pajak  yang disebabkan seperti diatas,maka akan dilakukan 

tindakan penagihan aktif sebagai saran untuk menagih pajak kepada 

wajib pajak. 

F. Penelitian Terdahulu 

 Penelitian mengenai tindakan penagihan pajak dengan surat paksa 

memang sudah banyak dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan tindakan penagihan dengan surat paksa yang dikuti dari 

berbagai sumber antara lain Andi Marduati (2012) melakukan penelitian 

tentang Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa 

Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Makassar Barat. Andi menggunakan variabel Surat Teguran, Surat Paksa, 

Pencairan Tunggakan Pajak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. Koefisien 

determinasi menunjukan 0,443 atau 44,3% yang artinya 44,3% pencairan 

tunggakan pajak dipengaruhi oleh jumlah surat teguran dan jumlah surat 

paksa yang diterbitkan. 

 Riska Rahayu Indra juga melakukan penelitian tentang Pengaruh 

Tindakan Penagihan Pajak Aktif  Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa 

Terhadap tunggakan Pajak di KPP Pratama Padang. Variabel yang 

digunakan dalam penelitiannya adalah Surat Teguran, Surat Paksa, 

Pencairan Tunggakan Pajak. Hasil penelitian dari Riska berbeda dengan 
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Andi, karena menunjukkan bahwa penagihan pajak aktif dengan surat 

teguran dan surat paksa di KPP Pratama Padang tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. 

G. Kerangka Penelitian 

 Peran serta Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran 

pajak tentu sangat diharapkan sesuai dengan kerangka sistem self 

assessment yang dianut dalam undang-undang perpajakan sejak tahun 

1983 yang memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk 

menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya 

sendiri. Akan tetapi dalam kenyataannya, banyak Wajib Pajak tidak 

melaksanakan kewajibannya membayar utang pajak berdasarkan ketetapan 

pajak yang telah diterbitkan. Tidak dibayarnya utang pajak maka akan 

menimbulkan tunggakan pajak. Untuk menegakkan ketentuan undang-

undang pajak yang ada maka dilakukan tindakan penagihan pajak. 

Pelaksanaaan penagihan terhadap utang pajak yang dilakukan 

berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan 

Pajak Dengan Surat Paksa mempunyai kekuatan hukum yang bersifat 

memaksa agar Wajib Pajak mau melunasi utang pajaknya. Tindakan 

penagihan pajak berdasarkan urutan proses dan waktu pelaksanaanya 

dimulai dengan menerbitkan surat teguran setelah 7 hari sejak tanggal 

jatuh tempo pembayaran. Selanjutnya diterbitkan surat paksa setelah 21 

hari sejak diterbitkannya surat teguran dan akan diikuti dengan penyitaan 
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apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dalam jangka waktu 

2 x 24 jam. Biasanya Wajib Pajak akan segera melunasi utang pajaknya 

setelah diterbitkan surat paksa karena jika sampai dilakukan penyitaan 

maka akan merusak kredibilitas Wajib Pajak tersebut, sehingga Wajib 

Pajak akan melunasi tunggakan pajaknya.Berdasarkan uraian penjelasan di 

atas dapat dituangkan dalam suatu skema kerangka pikir sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Pikir 

 

 

H. Hipotesis 

Seperti yang telah diatur dalam Undang-undang No.19 Tahun 1997 

yang telah diubah dengan Undang-undang No.19 Tahun 2000 bahwa 

setelah lewat 7 hari jatuh tempo tunggakan pajak, tetapi Wajib Pajak 

belum melunasi utang pajak maka akan diterbitkan surat teguran. Apabila 

setelah 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran Wajib Pajak belum juga 

melunasi utang pajaknya maka akan diterbitkan surat paksa. Surat paksa 

memiliki kekuatan eksekutorial serta memberi kedudukan hukum yang 

Tunggakan Pajak 

PencairanTunggakan Pajak 

Surat Teguran Surat Paksa Surat Teguran Surat Paksa Surat Teguran Surat Paksa 

Penagihan Pajak 
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sama dengan grosse akte yaitu putusan pengadilan perdata yang telah 

memiliki kekuatan hukum tetap. 

Berdasarkan kajian teori diatas maka disampaikan hipotesis penelitian 

untuk dapat menguji variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, 

sebagai berikut : 

Ho : Penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan 

pajak di KPP Pratama Bantul. 

Ha: Penagihan pajak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak 

di KPP Pratama Bantul. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah studi kasus, difokuskan di Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul. Penelitian ini membahas 

terkait pengaruh pelaksanaan penagihan pajak  yang dilakukan dengan 

surat teguran dan surat paksa. Data yang diperoleh kemudian diolah 

dan dianalisis serta selanjutnya dibuat kesimpulan. 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Pratama Bantul 

2. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah data surat teguran, surat paksa 

dan pencairan tunggakan pajak yang terdapat pada Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul. 

C. Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Maret –April 2014. 
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2. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul 

yang terletak di Jalan Urip Sumohardjo No.7, Gose , Bantul. 

D. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah semua dokumen 

yang terkait penagihan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Bantul 

dan jumlah pencairan tunggakan pajak yang terjadi di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Bantul. 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil melalui 

cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan 

lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. Sampel yang diambil 

dalam penelitian ini  dengan metode conveniance sampling yaitu 

pemilihan sampel secara tidak acak. Sampel dalam penelitian ini 

adalah data jumlah penagihan pajak dengan menggunakan surat 

teguran dan surat paksa serta jumlah pencairan tunggakan pajak 

selama 3 tahun terakhir (tahun 2011-2013) pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Bantul. 
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E. Metode dan Desain Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kuantitatif dengan penekanan pada pengujian teori melalui variabel-

variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan 

prosedur statistik. Peneliti menggunakan analisis statistik deskriptif 

untuk menguji dan memberikan gambaran bagaimana pengaruh 

penagihan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak. 

F. Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2011:38), definisi variabel penelitian 

adalah segala sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. 

Berdasarkan judul penelitian yang dikemukakan yaitu 

“Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Tunggakan Pajak” untuk 

melihat pengaruh penagihan pajak terhadap tunggakan pajak maka 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan tiga variabel 

yang terdiri atas dua variabel independen (bebas) dan satu variabel 

dependen (terikat) yaitu: 

1. Variabel Independen (X) 

Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan 

atau mempengaruhi variabel lain. Adapun variabel independen 
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dalam penelitian ini adalah penagihan pajak yang dilakukan 

dengan menggunakan surat teguran (X1) dan surat paksa (X2). 

Indikator yang digunakan untuk pengukuran variabeladalah jumlah 

surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan oleh KPP Pratama 

Bantul. 

2. Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau 

dipengaruhi oleh variabel independen. Adapun variabel dependen 

dalam penelitian ini adalah Tunggakan Pajak (Y). Indikator yang 

digunakan untuk pengukuran variabel adalah jumlah utang pajak 

termasuk sanksi administrasi berupa bunga yang telah dilunasi oleh 

wajib pajak 

G. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yang diperoleh langsung dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul 

berupa laporan kinerja seksi penagihan, laporan penerimaan pajak, 

serta data-data lain yang terkait dengan penelitian. 

H. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan 

metode dokumentasi. Metode ini dilakukan untuk memperoleh data 

yang telah dikumpulkan oleh seksi penagihan pajak KPP Pratama 
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Bantul berupa data sekunder yang berkaitan dengan penelitian yang 

dilakukan meliputi laporan penagihan aktif berupa data laporan 

penyampaian Surat Teguran, Surat Paksa, data tunggakan pajak, 

laporan pencairan tunggakan pajak pada tahun 2011-2013. 

I. Teknik Pengujian Data 

Aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data 

pada penelitian ini adalah Statistical Product and Service Solution 

(SPSS). Ada beberapa pengujian data akan yang dilakukan sebelum 

nantinya data di analisis. Teknik pengujian data yang dilakukan 

dengan uji asumsi klasik. 

Dalam  penggunaan  regresi,  terdapat  beberapa  asumsi  dasar  

yang menghasilkan estimator linear tidak bias yang terbaik dari model 

regresi yang diperoleh dari metode kuadrat terkecil biasa. Dengan 

terpenuhinya asumsi asumsi tersebut maka hasil yang diperoleh dapat 

lebih akurat dan mendekati atau sama dengan kenyataannya. Asumsi-

asumsi dasar itu dikenal sebagai asumsi klasik yang terdiri dari : 

1. Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data 

pada persamaan regresi yang dihasilkan berdistribusi normal 

atau berdistribusi tidak normal. Persamaan regresi dikatakan 

baik jika mempunyai data variabel bebas dan variabel terikat 

berdistribusi mendekati normal atau normal. 
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2. Uji Multikolinieritas  

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji ada tidaknya 

korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu 

model regresi linier berganda. Jika ada korelasi yang tinggi 

diantara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara 

variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu.  

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari 

observasi yang satu dengan observasi yang lain. Jika varians 

tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda maka 

terjadi problem heteroskedastisitas.  

4. Uji Autokorelasi  

  Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi 

linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t-1).  

J. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk membuktikan 

perumusan hipotesis dan rumusan masalah yang telah dikemukan. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Analisis Regresi Linear Berganda 

Menurut Sugiono (2010:277) bahwa “analisis regresi 

berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik 
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turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel 

independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan 

nilainya)”. Jadi analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah 

variabel independennya minimal dua. Rumus linier berganda 

ditunjukkan oleh persamaan : 

 Y = a + b1X1 + b2X2 

Keterangan : 

  Y = Jumlah pencairan tunggakan pajak 

  a = Kostanta 

  b1 = Koefisien surat teguran  

  b2 = Koefiisen surat paksa 

  X1 = Surat teguran 

  X2 = Surat paksa 

2. Uji Hipotesis  

a) Uji Simultan (F-test)  

Uji signifikansi simultan atau sering kali disebut uji F 

bertujuan untuk melihat pengaruh variabel-variabel bebas 

secara bersama-sama terhadap variabel terikat.  

Dasar pengambilan keputusan :  

1) Dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel 

Apabila F hitung < F tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak 

Apabila F hitung > F tabel maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. 
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2) Dengan melihat nilai probabilitas singnifikan Apabila nilai 

probabilitas singnifikan > 0,05 maka H0 diterima dan Ha 

ditolak.  

Apabila nilai probabilitas singnifikan < 0,05 maka H0 

ditolak dan Ha diterima. 

b) Uji Parsial (t-test) 

Uji signifikansi secara parsial atau sering kali disebut uji t 

bertujuan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen 

secara individual terhadap variabel dependen.  

Dasar pengambilan keputusan :  

1) Dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel 

Apabila t hitung < t tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak 

Apabila t hitung > t tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

2) Dengan melihat nilai probabilitas singnifikan Apabila nilai 

probabilitas singnifikan > 0,05 maka Ho diterima dan Ha 

ditolak.  

Apabila nilai probabilitas singnifikan < 0,05 maka Ho ditolak 

dan Ha diterima. 

3. Koefisien Determinasi (R
2
)  

Koefisien determinasi merupakan ukuran kesesuaian garis 

regresi linier berganda terhadap suatu data (Hasan, 2002:270). 

Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 sampai 1. Semakin 

mendekati 0 besarnya koefisien determinasi suatu persamaan 
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regresi, semakin kecil pula pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen.  

Dengan kata lain semakin kecil kemampuan model regresi 

yang dihasilkan dalam menjelaskan perubahan nilai variabel 

dependen. Sebaliknya, semakin mendekati 1 besarnya koefisien 

determinasi suatu persamaan regresi, semakin besar pula pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen. Atau semakin 

besar kemampuan model regresi yang dihasilkan dalam 

menjelaskan perubahan nilai variabel dependen.  
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

 

A. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul berdiri sejak 

Oktober 2007.Dasar hukum pendirian KPP ini adalah Keputusan Dirjen 

Pajak Nomor KEP-141/PJ/2007.KPP Pratama Bantul menempati sebuah 

gedung berlantai di Jl Urip Sumoharjo No 7 Gose Bantul.Kantor ini 

merupakan penggabungan antara pecahan KPP Yogyakarta I dan KP PBB 

Bantul. Selaku KPP Prataama, KPP Pratama Bantul mempunyai tugas 

melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak di 

bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Tidak Langsung Lainnya 

(PTLL), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam wilayah 

wewenangnya.Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul 

menyelenggarakan fungsi : 

1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan 

potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan 

objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan 

Bangunan; 

2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan; 
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3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, 

penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta 

penerimaan surat lainnya; 

4. Penyuluhan perpajakan 

5. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak; 

6. Pelaksanaan ekstensifikasi; 

7. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak; 

8. Pelaksanaan pemeriksaan pajak; 

9. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak; 

10. Pelaksanaan konsultasi perpajakan; 

11. Pelaksanaan intensifikasi 

12. Pembetulan ketetapan pajak; 

13. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan 

Hak atas Tanah dan Bangunan; 

14. Pelaksanaan administrasi Kantor. 

B. Wilayah Kerja Kantor Pelayaanan Pajak (KPP) Pratama Bantul 

Sesuai namanya, wilayah kerja KPP Pratama Bantul adalah 

Kabupaten Bantul. Kabupaten Bantul beribukota di Kota Bantul yang 

berjarak sekitar 15 km ke arah selatan dari pusat kota Yogyakarta. 

Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten dari 5 Kabupaten/Kota 

di Daerah Istimewa Yogyakarta.Sebelah utara berbatasan dengan Kota 

Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, timur berbatasan dengan Kabupaten 
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Gunung Kidul, barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo.Luas 

wilayah Kabupaten Bantul adalah 50.685 ha, terbagi menjadi 17 

kecamatan, 75 desa dan 933 pedukuhan.Berdasarkan hasil sensus 

penduduk tahun 2010, jumlah penduduk sebanyak 911.503 jiwa.1.035.635 

jiwa atau 262.766 kepala keluarga (KK). 

Tabel 4.1  

Wilayah Kabupaten Bantul 

No. Kecamatan Luas (km2) 
Jumlah 

Desa 

Jumlah 

Pedukuhan 

1 Srandakan 18,32 2 43 

2 Sanden 23,16 4 62 

3 Kretek 26,77 5 52 

4 Pundong 24,3 3 49 

5 Bambanglipuro 22,7 3 45 

6 Pandak 24,3 4 49 

7 Pajangan 33,25 3 55 

8 Bantul 21,95 5 50 

9 Jetis 21,47 4 64 

10 Imogiri 54,49 8 72 

11 Dlingo 55,87 6 58 

12 Banguntapan 28,48 8 57 

13 Pleret 22,97 5 47 

14 Piyungan 32,54 3 60 

15 Sewon 27,16 4 63 

16 Kasihan 32,38 4 53 

17 Sedayu 34,36 4 54 
 (Sumber : Sub Bagian Umum KPP Pratama Bantul) 

C. Struktur Organisasi  

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 62/PMK.01/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi 

Vertikal Direktorat Jendral Pajak, sebuah KPP Pratama dipimpin oleh 

seorang Kepala Kantor yang membawahi Subbagian Umum, Seksi 
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Pengolahan Data dan Informasi, Seksi Pelayanan, Seksi Penagihan, Seksi 

Pemerilksaan,Seksi Ekstensifikasi Perpajakan, Seksi Pengawasan dan 

Konsultasi,Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Uraian struktur organisasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Bantul adalah sebagai berikut : 

1. Kepala Kantor 

Kepala Kantor mempunyai tugas untuk melaksanaakan 

pengawasan dan pengendalian serta menjalankan fungsi 

kepemimpinan di wilayah KPP Pratama Bantul. 

2. Subbagian Umum 

Subbagian Umum mempunyai tugas untuk urusan 

kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga 

3. Seksi Pelayanan 

Seksi pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan 

dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian 

dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat 

Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan 

perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan 

kerjasam perpajakan. 

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) 

Seksi Pengolahaan Data dan Informasi memiliki tugas 

melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, 

penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, 

urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak 

Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan 
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aplikasi e-SPT dan e-Filling, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG , 

serta penyiapan laporan kinerja. 

5. Seksi Penagihan 

Seksi penagihan mempunyai tugas melakukan urusan 

penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan 

pajak, penagihan aktif, urusan penghapusan piutang pajak, serta 

penyimpanan dokumen-dokumen penagihan. 

6. Seksi Ektensifikasi Perpajakan 

Seksi Ekstensifikasi mempunyai tugas untuk melakukan 

pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, 

pembetukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam 

menunjang ekstensifikasi. 

7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi 

Seksi pengawasan dan Konsultasi 1 sd. 3 mempunyai tugas 

melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib 

Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi 

teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja 

Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka 

melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, serta 

melakukan evaluasi hasil banding. 

8. Seksi Pemeriksaan 

Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan 

penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan 
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pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah 

Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan 

lainnya.

1. Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak

Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak merupakan unit non 

eselon yang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan pajak 

terkait pengujian kepatuhan pelaksanaan kewajiban 

perpajakan.Bersama dengan Seksi Penagihan menjalankan fungsi 

law enforcement.

A. Jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Bantul

Wajib pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP) dapat disebut wajib pajak terdaftar. Dikatakan terdaftar berarti 

Wajib Pajak tersebut telah memiliki nomor identitas sebagai Wajib Pajak 

yang merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang 

digunakan sebagai tanda pengenal diri Wajib Pajak dalam melakukan hak 

dan kewajiban perpajakannya. 

Berikut ini jumlah perkembangan Wajib Pajak yang terdaftar pada 

Kantor Pajak Pratama Bantul pada periode tahun 2011 s/d 2013:

Tabel 4.2
Jumlah Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul

Tahun Jumlah 
WP

Orang 
Pribadi

Badan Bendaharawan

2011 79.315 74.216 4.102 997
2012 85.903 79.971 4.895 1.037
2013 92.690 86.231 5.412 1.047

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Bantul
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A. Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Bantul

Berikut ini adalah tabel rencana dan realisasi penerimaan pajak di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul untuK tahun 2011 s/d 2013 :

Tabel 4.3
Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2011-2013

TAHUN
RENCANA 

PENERIMAAN
REALISASI 

PENERIMAAN
2011 257.013.893.274 269.698.440.175

2012 310.666.768.104 344.163.593.946

2013 434.635.700.665 404.456.551.402

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Bantul

B. Kondisi Tunggakan Pajak di KPP Pratama Bantul

Tabel 4.4
Perkembangan Tunggakan Pajak Tahun 2011-2013

Tahun Jumlah Tunggakan Pajak

2011 40.603.603.394

2012 40.089.334.299

2013 37.165.486.900

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Bantul

Tunggakan pajak yang ada di KPP Pratama Bantul berasal dari 

STP/SKPKB/SKPKBT yang belum lunas dan lewat tanggal jatuh tempo. 

Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan 

Banding, Putusan Peninjauan Kembali menyebabkan jumlah pajak yang 

masih harus dibayar bertambah.
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BAB V 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data 

Sebelum melakukan pengolahan data dan pengujian hipotesis terlebih 

dahulu dijabarkan data yang akan diolah mengenai jumlah surat teguran dan 

jumlah surat paksa yang diterbitkan serta pencairan tunggakan yang dilihat 

dari jumlah pembayaran atas pajak yang terutang yang didasarkan pada STP, 

SKPKB, SKPKBT. 

Berdasarkan data yang diperoleh jumlah surat paksa yang diterbitkan 

dapat berdasarkan atas tunggakan pajak pada bulan atau tahun terdahulu. 

Sehingga pada tahun tertentu jumlah surat paksa yang diterbitkan dapat 

menjadi lebih banyak dibandingkan surat teguran yang diterbitkan. Hal ini 

dapat terjadi karena penerbitan surat paksa dilakukan dengan 

mempertimbangkan dari nilai tunggakan pajak yang akan ditagih dan biaya 

dari penerbitan surat paksa.  

Berikut ini data jumlah surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan 

serta jumlah pencairan tunggakan pajak yang terdapat di KPP Pratama Bantul 

yang disajikan pada Tabel 5.1. 
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Tabel 5.1 

Jumlah Surat Teguran yang Diterbitkan,Surat Paksa yang Diterbitkan 

dan Pencairan Tunggakan Pajak 

(Tahun 2011-2013) 

Bulan Jumlah Surat 

Teguran yang 

Diterbitkan (X1) 

Jumlah Surat 

Paksa yang 

Diterbitkan (x2) 

Pencairan 

Tunggakan (Y) 

Januari (2011) 0 41 7.050.163 

Februari 0 47 25.676.383 

Maret 0 56 14.998.405 

April 252 70 61.028.138 

Mei 72 70 109.508.343 

Juni 41 72 78.077.537 

Juli 46 65 77.082.139 

Agustus 34 57 20.189.765 

September 41 82 27.463.928 

Oktober 70 61 502.801.214 

November 10 88 164.007.359 

Desember 0 32 0 

Jumlah 566 741 1.087.833.374 

 

Januari (2012) 54 26 106.133.444 

Februari 70 41 710.534.440 

Maret 47 25 76.105.273 

April 96 45 229.540.269 

Mei 44 21 0 

Juni 58 124 351.585.253 

Juli 144 48 926.357.958 

Agustus 166 17 59.143.192 

September 13 24 109.039.636 

Oktober 34 37 467.558.250 

November 42 59 1.038.826.785 

Desember 7 10 1.158.905.208 

Jumlah 775 477 5.233.729.708 

 

Januari (2013) 38 27 36.755.539 

Februari 0 21 101.317.080 

Maret 22 22 938.397.039 

April 34 23 121.411.522 

Mei 33 35 151.753.113 

Juni 62 55 2.429.174.666 

Juli 23 24 394.865.787 

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Bantul (data diolah) 
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Tabel 5.1 

Jumlah Surat Teguran yang Diterbitkan,Surat Paksa yang Diterbitkan 

dan Pencairan Tunggakan Pajak 

(Tahun 2011-2013) 

Agustus 57 26 997.673.618 

September 46 20 1.075.825.282 

Oktober 72 14 1.068.608.665 

November 11 26 271.147.916 

Desember 56 39 623.220.858 

Jumlah 454 332 8.210.151.085 

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Bantul (data diolah) 

B. Pengujian Data 

Pegujian data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji 

asumsi klasik untuk mengetahui apakah model estimasi telah memenuhi 

kriteria atau tidak terjadi penyimpangan cukup serius. Oleh karena itu 

sebelum membuat model regresi terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik 

yang meliputi: 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki 

distribusi normal. Salah satu cara yang bisa digunakan adalah 

dengan menggunakan uji One Sample Kolmogrov-Sminorv Test. 

Dasar pengambilan keputusan : 

a) Data berdistribusi normal, jika nilai sig (signifikansi) > 0,05 

b) Data berdistirbusi tidak normal, jika nilai sig (signifikansi) 

< 0,05 
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Untuk mendeteksi adanya normalitas, maka pada tabel dibawah 

ini akan disajikan output pengujian One Sample Kolmogrov-

Sminorv Test. 

Tabel 5.2 

Output Pengujian One Sample Kolmogrov-Sminorv 

 

  

 

 

 

 

 
Sumber : Data Sekunder yang Diolah 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai 

probabilitas pencairan tunggakan ditinjau dari surat teguran dan 

surat paksa lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,064. Karena 

nilai asymp.Sig 0,064> 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa 

data berdistribusi normal.  

2.  Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi diantara variabel independen. Untuk menentukan ada 

tidaknya multikolineritas dapat dilihat dari nilai Inflation 

Factor (VIF) pada model regresi. Apabila nilai VIF > 5, maka 

 

  Unstandardized Residual 

N 36 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.311 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
.064 

a. Test distribution is Normal.  
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terjadi multikolinieritas. Sebaliknya, jika VIF < 5, tidak terjadi 

multikolinieritas. 

Untuk analisis dengan SPSS, disajikan output pada tabel  

berikut ini: 

Tabel 5.3 

Output Pengujian Multikolinieritas 
 

 

Sumber : Data Sekunder yang Diolah 

 

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan  diketahui 

bahwa nilai VIF Surat Teguran dan Surat Paksa adalah 1,025< 5 

dan semua tolerance variabel bebas (0,976 = 97,6%) diatas 5%, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa antara variabel bebas tidak 

terjadi multikolinieritas. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk mengetahui 

adanya ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan 

ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heterokedastisitas yaitu dengan hasil output SPSS melalui 

grafik scatterplot antar Z prediction (ZPRED) yang merupakan 

 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Surat Teguran .976 1.025 

Surat Paksa .976 1.025 

a. Dependent Variable: Pencairan Tunggakan 
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variabel bebas dan nilai residualnya (SRESID) merupakan 

variabel terikat. Dasar analisnya adalah sebagai berikut : 

1) Jika pada scatterplot titik-titiknya membentuk pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar 

maupun menyempit), maka mengindikasikan terjadi 

heterokedastisitas. 

2) Jika pada scatterplot titik-titiknya menyebar diatas 

maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak 

mempunyai pola yang teratur maka tidak terjadi 

heterokedastisitas (homoskedastisitas). 

Berikut disajikan grafik hasil pengujian heterokedastisitas : 

Gambar 5.1 

Output Pengujian Heterokedastisitas 

 

 
 
  Sumber: Data Sekunder yang Diolah 
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Berdasarkan hasil output SPSS (gambar scatterplot) di atas 

diketahui titik-titik menyebar di bawah dan di atas sumbu Y dan 

tidak mempunyai pola teratur. Hal tersebut berarti variabel bebas  

dalam penelitian ini tidak mengalami heterokedastisitas atau 

bersifat homoskedastisitas. 

4. Uji Autokorelasi 

Persamaan regresi yang baik adalah tidak memiliki masalah 

autokorelasi karena jika terjadi masalah tersebut maka 

persamaan regresi tersebut tidak layak dipakai prediksi. 

Masalah autokorelasi timbul jika ada korelasi secara linier 

antara kesalahan pengganggu periode t dengan kesalahan 

pengganggu periode t-1 (sebelumnya). 

Salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah 

autokorelasi dengan uji Durbin-Watson (DW) dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

1) Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari (4-dL) 

maka berarti terdapat autokorelasi. 

2) Jika d terletak antara Du dan (4-dU), berarti tidak ada 

autokorelasi. 

3) Jika d terletak antar dL dan dU atau diantara (4-dU) dan 

(4-dL), maka tidak menghasilkan kesimpulan yang 

pasti. 
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Pada tabel 5.5 dibawah ini akan disajikan hasil 

pengujian autokorelasi : 

Tabel 5.4 

Output Pengujian Autokorelasi 
 

Model Summary
b
 

Model Durbin-Watson 

1 1.809 

   Sumber: Data Sekunder yang Diolah 

Berdasarkan hasil output di atas, dihasilkan nilai 

Durbin-Waston test yaitu 1809. Sedangkan berdasarkan 

tabel DW dengan signifikansi 0,05 dan jumlah data (n) = 

36, serta k = 2 (k adalah jumlah variabel independen) 

diperoleh nilai Du sebesar 1,587. Hal tersebut berarti nilai 

DW 1,809 lebih besar dari batas (dU) yakni 1,587 dan 

kurang dari (4-dU) 4 – 1,587 = 2,413. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data tersebut tidak terjadi autokorelasi. 

C. Analisis Data 

Data yang digunakan dan dianalisis dalam penelitian adalah sebanyak 

36 bulan. Data yang dianalisis dalam penelitian ini terdiri dari variabel 

independen surat teguran dan surat paksa, dan variabel dependen pencairan 

tunggakan pajak. 

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan program SPSS 

16.0 for windows diperoleh hasil sebagai berikut : 
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1. Statistika Deskriptif 

Berikut ini Tabel 5.2 menyajikan statistik deskriptif untuk variabel-

variabel dalam model penelitian ini. 

Tabel 5.5 

Hasil Output Statistik Deskriptif 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Sekunder yang Diolah 

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah sampel yang 

digunakan adalah sebanyak 36 sampel. Selain itu, dalam tabel di atas 

menunjukkan bahwa rata-rata pencairan tunggakan pajak adalah 

sebesar 4,0366dengan standar deviasi 5,182. Rata-rata jumlah surat 

teguran yang diterbitkan adalah 49,86dengan standar deviasi  50,468. 

Sedangkan rata-rata surat paksa yang diterbitkan adalah 43,06dengan 

standar deviasi 24,717. 

2. Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh signifikan antara dua atau lebih variabel bebas 

terhadap variabel terikat baik secara parsial maupun silmutan. 

Berdasarkan hasil pengolahan data SPSS 16 diperoleh hasil sebagai 

berikut : 

Descriptive Statistics 

 

Mean Std. Deviation N 

Pencairan Tunggakan 4.0366 5.182 36 

Surat Teguran 49.86 50.468 36 

Surat Paksa 
43.06 24.717 36 
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Tabel 5.6 

Output Regresi Linear Berganda 

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.829 1.895  2.548 .016 

Surat Teguran 1.014 1.786 .099 .568 .574 

Surat Paksa -3.015 3.647 -.144 -.827 .414 

a. Dependent Variable: Pencairan Tunggakan   

 
Sumber : Data Sekunder yang Diolah 

 

Berdasarkan hasil pengolahan data di atas maka diperoleh 

persamaan regresi berganda : 

Y = 4,829 + 1,014X1 – 3,015X2 

Persamaan regresi tersebut dapat memberikan pemahaman bahwa 

jika tidak ada penerbitan surat teguran dan surat paksa maka besarnya 

pencairan tunggakan pajak diprediksi sebesar 4,829 berdasarkan nilai 

konstana (a).  Selanjutnya nilai koefisien regresi surat teguran (b1) sebesar 

1,014 dan bertanda positif. Hal ini mengandung arti bahwa setiap 

penambahan satu satuan surat teguran maka akan meningkatkan jumlah 

pencairan tunggakan pajak sebesar 1,014 dan sebaliknya. Sedangkan nilai 

koefisien regresi surat paksa (b2) sebesar 3,015X2 dan bertanda negatif, 

menunjukan bahwa surat teguran mempunyai hubungan berlawanan arah 

dengan pencairan tunggakan pajak. 
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3. Uji Simultan (F-test) 

Pengujian hipotesis secara bersama-sama dilakukan dengan 

menggunakan uji F dengan tingkat signifikansi 0,05 atau 5 %. Uji F 

dilakukan untuk menguji hubungan signifikansi antara variabel bebas 

dan variabel terikat secara keseluruhan. Berikut akan disajikan hasil 

output dari Uji F : 

Tabel 5.7 

 Output Uji F 

  

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 2.444E17 2 1.222E17 .440 .647
a
 

Residual 9.155E18 33 2.774E17   

Total 9.400E18 35    

a. Predictors: (Constant), Surat Paksa, Surat 

Teguran 

  

b. Dependent Variable: Pencairan Tunggakan   

Sumber : Data Sekunder yang Diolah 

 

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan SPSS diperoleh  

Fhitung 0,440< dari Ftabel 3,285, maka dapat dikatakan bahwa Ho 

diterima atau dapat dikatakan bahwa surat teguran dan surat paksa 

secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap pencairan 

tunggakan pajak. 

 

 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



62 
 

 
 

4. Uji Parsial (t-test) 

Uji parsial (individu) digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual. 

Berikut akan dijelaskan pengujian masing-masing variabel secara 

parsial. 

a) Variabel Surat Teguran (X1) 

Hipotesis: 

Ho: Tidak terdapat pengaruh antara surat teguran terhadap 

pencairan tunggakan pajak. 

Ha : Terdapat pengaruh antara surat teguran terhadap pencairan 

tunggakan pajak. 

Pengambilan Keputusan : 

1) Membandingkan thitung dengan ttabel 

Dari tabel 5.6 diperoleh nilai thitung sebesar 0,568 

dengan ttabelsebesar 2,035. Jadi thitung<  ttabeldapat 

disimpulkan Ho diterima. 

2) Berdasarkan tingkat signifikansi 

Berdasarkan tabel 5.6 terlihat nilai signifikansi surat 

teguran sebesar 0,574lebih besar dari 0,05, maka Ho 

diterima  
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b) Variabel Surat Paksa (X2) 

Hipotesis: 

Ho : Tidak terdapat pengaruh antara surat paksa terhadap 

pencairan tunggakan pajak. 

Ha : Terdapat pengaruh antara surat paksa terhadap pencairan 

tunggakan pajak. 

Pengambilan Keputusan : 

1) Membandingkan thitung dengan ttabel 

Berdasarkan tabel 5.6 diperoleh nilai thitung sebesar 

0,827 dengan ttabelsebesar 2,035. Jadi thitung< ttabeldapat 

disimpulkan H0 diterima. Nilai t negatif menunjukan 

bahwa surat paksa memiliki hubungan berlawanan 

dengan pencairan tunggakan. 

2) Berdasarkan tingkat signifikansi 

Berdasarkan tabel 5.6 terlihat nilai signifikansi surat 

teguran sebesar 0,414 lebih besar dari 0,05, maka H0 

diterima. 

5. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Untuk melihat sejauh mana hubungan antara variabel dapat 

ditunjukkan dengan menggunakan koefisien teterminasi (R
2
). Berikut 

ini hasil pengolahan data yang diperoleh : 
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Tabel 5.8 

Output Pengujian Koefisien Determinasi 

 

Model R R Square 

1 .161
a
 .026 

Sumber : Data Sekunder yang Diolah 

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan SPSS, diperoleh 

angka R square (R
2
) sebesar 0.26. Hal tersebut berarti hanya 2,6% 

variabel pencairan tunggakan pajak dapat dijelaskan oleh surat 

teguran dan surat paksa. Sisanya  sebesar 97,4% dapat dijelaskan 

oleh faktor lain diluar model yang digunakan dalam penelitian ini. 

Faktor lain tersebut misalnya penyitaan dan pemblokiran rekening 

wajib pajak. 

D. Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengujian asumsi klasik dengan tujuan untuk 

memperoleh model regresi yang menghasilkan estimator linear tidak bias 

yang terbaik (Best Linear Unbiased Estimator/BLUE) dapat disimpulkan 

bahwa model regresi telah terbebas dari masalah multikolinearitas, 

autokorelasi, heterokedastisitas, dan memenuhi asumsi normalitas. 

Pengaruh pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran terhadap 

pencairan tunggakan pajak berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan 

dengan SPSS 16.0 for windows, diketahui bahwa variabel surat teguran 

memiliki koefisien regresi bertanda positif sebesar  1,014. Hal ini menunjukan 

bahwa setiap penambahan satu satuan  surat teguran akan meningkatkan 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



65 
 

 
 

pencairan tunggakan pajak sebesar 1,014 dan sebaliknya. Selain itu diketahui 

nilai t hitung (0,568) lebih kecil dari t tabel (2,035), dengan nilai signifikan 

0.574. Pada tahapan pengolahan data digunakan alpha 0,05. Hasil yang 

diperoleh menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,574> alpha 0,05. 

Maka keputusannya Ho diterima  sehingga dapat disimpulkan bahwa 

penagihan pajak dengan surat teguran tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Bantul. 

Variabel surat paksa sebagai variabel yang di duga mempengaruhi 

pencairan tunggakan pajak memiliki nilai koefisien regresi bertanda negatif 

sebesar 3,015. Tanda negatif menunjukan bahwa surat paksa mempunyai 

hubungan berlawanan arah dengan pencairan tunggakan pajak. Selain itu 

dibuktikan juga dengan nilai t hitung bertanda negatif (0,827) lebih kecil dari t 

tabel (2.035) dengan nilai signifikan 0,414. Proses pengolahan data dilakukan 

dengan menggunakan alpha 5% atau 0,05. Hasil yang diperoleh menunjukkan 

bahwa nilai signifikansi sebesar 0,414> alpha 0,05. Hal ini menunjukkan 

bahwa tindakan penagihan dengan menggunakan surat paksa juga tidak 

berpengaruh terhadap pencairan tunggakan di KPP Pratama Bantul. 

Berdasarkan uraian di atas dapat di ketahui bahwa pelaksanaan 

penagihan pajak yang dilakukan di KPP Pratama Bantul dengan menggunakan 

surat teguran dan surat paksa belum dapat memberikan kontribusi yang 

signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak yang dilakukan oleh wajib 

pajak. Hal tersebut juga dibuktikan dengan uji F yang memberikan hasil Fhitung 

sebesar 0,440 dengan tingkat signifikan sebesar 0,647. Sehingga dapat 
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dikatakan bahwa surat teguran dan surat paksa secara bersama-sama tidak 

berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. 

Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor seperti kelalaian 

wajib pajak untuk membayar pajak atau karena kondisi keuangan yang sedang 

tidak mendukung tidak mendukung, kurangnya pemahaman tentang peraturan 

pajak dan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam hal memenuhi 

kewajibannya membayar pajak meski sudah mendapatkan teguran dari pihak 

aparat pajak. 
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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka pada bab ini akan dijelaskan 

kesimpulan dari hasil pengujian mengenai pengaruh pelaksanaan penagihan dengan 

surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama 

Bantul. Dari hasil tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil uji simultan (uji F) dan uji  parsial (t-test) dengan SPSS 

dibuktikan bahwa penagihan pajak yang dilakukan dengan menggunakan surat 

teguran dan surat paksa tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak di 

KPP Pratama Bantul.

2. Koefisien determinasi menunjukkanangka sebesar 0.26. Hal tersebut berarti hanya 

2,6% variabel pencairan tunggakan pajak dapat dijelaskan oleh surat teguran dan 

surat paksa. Sedangkan sisanya (100%-2,6% =97,4%) dijelaskan oleh faktor yang 

lain. Faktor lain tersebut misalnya seperti penyitaan dan pemblokiran rekening 

wajib pajak.
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B. Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan yang kemungkinan 

dapat mempengaruhi hasil akhir dari penelitian. Keterbatasan tersebut 

adalah data yang diperoleh telah disiapkan oleh bagian seksi penagihan di 

KPP Pratama Bantul. Selain itu, data yang diberikan terbatas karena sistem 

sedang eror pada saat penelitian. 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang diperoleh dari 

penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat menjadi bahan 

pertimbangan ke depannya bagi peneliti maupun kantor pelayanan pajak 

pratama Bantul, antara lain : 

1. Bagi peneliti selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan secara langsung 

proses pengambilan data, sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih 

optimal. 

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul 

a) Pihak fiskus diharapkan dapat memberikan sosialisasi secara 

intensif kepada wajib pajak, sehingga dapat memberikan 

pemahaman terkait pentingnya pajak. 
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b) Tindakan penagihan pajak sebaiknya dilakukan secara lebih 

tegas terutama terhadap wajib pajak yang tidak kooperatif, 

sehingga wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban  

perpajakannya . 
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Lampiran 1 : Tabel T 
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Lampiran 2: Tabel F 
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Lampiran 3 : Tabel Durbin Waston 
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Lampiran 4 : Hasil Output SPSS 

 

 

Correlations 

  Pencairan 

Tunggakan Surat Teguran Surat Paksa 

Pearson Correlation Pencairan Tunggakan 1.000 .076 -.128 

Surat Teguran .076 1.000 .156 

Surat Paksa -.128 .156 1.000 

Sig. (1-tailed) Pencairan Tunggakan . .329 .228 

Surat Teguran .329 . .182 

Surat Paksa .228 .182 . 

N Pencairan Tunggakan 36 36 36 

Surat Teguran 36 36 36 

Surat Paksa 36 36 36 

 

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Surat Paksa, 

Surat Teguran
a
 

. Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: Pencairan Tunggakan 

 

 

Coefficient Correlations
a
 

Model Surat Paksa Surat Teguran 

1 Correlations Surat Paksa 1.000 -.156 

Surat Teguran -.156 1.000 

Covariances Surat Paksa 1.330E13 -1.016E12 

Surat Teguran -1.016E12 3.190E12 

a. Dependent Variable: Pencairan Tunggakan  
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Collinearity Diagnostics
a
 

Model 

Dimensi

on Eigenvalue Condition Index 

Variance Proportions 

(Constant) Surat Teguran Surat Paksa 

1 1 2.502 1.000 .03 .06 .03 

2 .370 2.601 .06 .92 .13 

3 .128 4.429 .91 .02 .84 

a. Dependent Variable: Pencairan Tunggakan   
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Residuals Statistics
a
 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 1.68E8 6.00E8 4.04E8 83,562,431.319 36 

Std. Predicted Value -2.822 2.350 .000 1.000 36 

Standard Error of Predicted 

Value 
8.998E7 3.696E8 1.403E8 5.943E7 36 

Adjusted Predicted Value 74,172,096.

00 
9.80E8 4.17E8 1.395E8 36 

Residual -5.409E8 2.049E9 -1.159E-8 5.114E8 36 

Std. Residual -1.027 3.891 .000 .971 36 

Stud. Residual -1.243 3.961 -.011 1.010 36 

Deleted Residual 

-9.190E8 2.124E9 

-

13,450,835

.277 

5.590E8 36 

Stud. Deleted Residual -1.254 5.385 .032 1.184 36 

Mahal. Distance .049 16.264 1.944 3.241 36 

Cook's Distance .000 .500 .034 .089 36 

Centered Leverage Value .001 .465 .056 .093 36 

a. Dependent Variable: Pencairan Tunggakan    
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